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Abstrak: Konsep Akuntansi Syariah pada Budaya Mahar. Penelitian
ini bertujuan untuk menggali konsep akuntansi syariah dalam budaya
mahar. Penelitian ini menggunakan pemikiran burhani sebagai metode.
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa mahar dalam akuntansi syariah
dimaknai sebagai harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Hal
ini berakar dari tradisi yang berlaku di masyarakat dalam penerapan
unsur-unsur akuntansi syariah dalam budaya mahar. Pengaruh mak-
na, syariah (figh) ataupun budaya berdampak pada perbedaan dari segi
definisi, jenis, tujuan dan status kepemilikan. Makna budaya mahar da-
lam akuntansi syariah merefleksikan peran akuntansi yang berbasiskan
nilai-nilai religius.

Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL

Volume 10

Nomor 1

Halaman 82-101

Malang, April 2019

ISSN 2086-7603

e-ISSN 2089-5879

Abstract: The Islamic Accounting Concept in Dowry Culture. This
study aims to explore the concept of Islamic accounting in the dowry cul-
ture. This research uses Burhani’s thinking as a method. This study finds
that dowry in Islamic accounting is defined as assets, liabilities, equity,
income, and expenses. The definition was rooted in the prevailing tradi-
tion in society in the application of elements of Islamic accounting in the
dowry culture. The influence of meaning, sharia (figh) and culture impacts
differences in terms of definition, type, purpose, and ownership status. The
meaning of dowry culture in Islamic accounting reflects the role of account-
ing based on religious values.
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Perkembangan ilmu akuntansi meng-
alami kemajuan yang begitu pesat, terlebih
lembaga keuangan akuntansi syariah yang
mempunyai kekhasan tersendiri dan memili-
ki potensi berkelanjutan dalam mengangkat
materi aktual. Ketika melakukan penyajian
laporan keuangan syariah, entitas “syariah”
harus disesuaikan dengan Pedoman Standar
Akuntansi (PSAK) 101. Dalam dimensi lain
paradigma akuntansi sosial spritual adalah
sebagai bentuk pelaporan dan instrumen
untuk mendekatkan diri kepada Sang Kha-
lik (Thomson, 2014; Sangster, 2018). Perin-
tah Allah SWT melalui surat al-Bagarah ayat
282 secara jelas disebutkan pentingnya pen-
catatan dan akuntansi (proses akuntansi)
sebagai bukti transaksi. Selain itu, akuntan-
si syariah adalah sebagai akuntabilitas yang
terpercaya. Akuntabilitas merupakan spirit

dari akuntansi syariah di mana kapasitas
pertanggungjawaban laporan kian bermakna
alias memerankan “jiwa”, dan sebagai fonda-
si “etika” informasi laporan. Al-Bagarah ayat
282 adalah perintah Allah kepada manusia
untuk mencatat ketika melakukan transak-
si. Triyuwono (2011) berargumentasi bahwa
Al-Bagarah ayat 282 adalah perintah yang
ada di quran. Setiap perintah memiliki sub-
stansi dan diwujudkan dalam bentuk sub-
stansi mencatat dan bentuknya diwujudkan
dalam PSAK 101. Transaksi yang sesuai asas
prinsip muamalah telah diterangkan dengan
jelas dalam QS. Al-Bagarah ayat 282-283,
yaitu amanat Allah SWT untuk mengada-
kan pencatatan yang jujur dan transparan
terhadap seluruh laporan. Secara umum
dalam ayat itu terdapat prinsip akuntansi
syariah yakni kuantitas keseimbangan dan
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kesahihan adalah kondisi esensial dalam
komposisi akuntansi syariah. Oleh kare-
na itu, menasihati untuk berperilaku lurus
dan mencegah yang buruk (derivasi/hisab)
menggambarkan pandangan akuntansi.

Akuntansi merupakan ilmu yang diya-
kini sebagai sebuah cabang ilmu socially
constructed. Hal ini bermakna konstruk-
si ilmu akuntansi sangat dipengaruhi oleh
perkembangan sosial. Semakin maju ting-
kat sosial sebuah masyarakat, semakin
maju akuntansi yang berkembang dalam
masyarakat itu, dan sebaliknya. Upaya un-
tuk mendekatkan ilmu akuntansi pada re-
alitas budaya, religi, dan spiritualitas se-
jalan dengan analisis kritis akuntansi dalam
hubungannya dengan spritualitas dan kea-
rifan lokal (Mulawarman, 2010). Argumenta-
si ini juga diperkuat dengan adanya sejum-
lah penelitian akuntansi berbasis kearifan
lokal untuk membawa keunikan fenomena
yang ditemukan dalam masyarakat (Efferin,
2015; Fulbier & Klein, 2015; Salampessy,
Triyuwono, Irianto, & Hariadi, 2018; Yama-
moto & Noguchi, 2013).

Salah satu bentuk kearifan lokal yang
selalu berkembang dalam interaksi sosial
masyarakat adalah mahar. Keberadaan ma-
har sebagai pemberian wajib dari suami ke-
pada perempuan yang akan dinikahi selalu
menarik untuk dikaji termasuk hal-hal yang
terkait dengannya. Mahar yang berupa har-
ta atau sesuatu yang bernilai, besarannya
disesuaikan menurut kemampuan dan tra-
disi budaya setempat (Apriyanti, 2017; Aziz,
2017; Dewi, 2017; Puji, 2018).

Studi ini bertujuan untuk mengungkap
konsep akuntansi syariah dalam budaya
mahar yang merupakan hasil kreasi masya-
rakat berbudaya. Pengaruh dimensi sosial
dan lingkungan dalam pencatatan akuntan-
si memberikan dampak kepada pemaham-
an akuntansi yang tidak sebatas indikator
ekonomi yang dicapai suatu entitas (Anas,
2018; Hardy & Ballis, 2013; Kuasirikun &
Constable, 2010; Warwick & Robert, 2014).
Budaya mahar sebagai bentuk relasi bu-
daya dengan agama dalam pernikahan me-
munculkan variasi dalam penerapan Islam
di masyarakat (Alifi, 2017; Sugianto, 2011).
Untuk menelaah efek tersebut, perlu ada-
nya eksplorasi mendalam penerapan akun-
tansi yang sesuai syariah dalam keanekaan
tradisi mahar yang mengakar pada masya-
rakat. Studi ini dimaksudkan untuk mem-
berikan kontribusi pemikiran dalam meng-
gali konsep akuntansi dalam budaya mahar.

Terkait dengan tujuan yang hendak dicapai,
meskipun saat ini telah banyak kajian yang
mengungkapkan hubungan akuntansi dan
budaya, penelitian ini berbeda. Penelitian
ini menggunakan analisis akuntansi syariah
yang berorientasi sosial serta sarat dengan
nilai-nilai norma agama dengan mahar se-
bagai salah-satu bentuk kearifan lokal yang
berkembang di masyarakat Islam.

Penelitian terhadap pengaruh perilaku
budaya merupakan bidang penelitian baru,
di mana faktor lingkungan seperti faktor
budaya berdampak pada aplikasi akuntan-
si dan penyingkapan finansial. Diskusi me-
ngenai akuntansi dan budaya telah dilaku-
kan pada penelitian-penelitian sebelumnya
(Amaliah & Sugianto, 2018; Brown & Jones,
2015; Niswatin, Noholo, Tuli, & Wuryandi-
ni, 2017; Suardikha, Budiasih, & Erawa-
ti, 2018). Hasil penelitian tersebut menun-
jukkan fenomena ekonomi dalam bentuk
ukuran moneter dan rumor yang ganjil oleh
akuntansi formal. Akuntansi juga merupa-
kan satu prosedur untuk menerangkan fak-
ta berjalannya ekonomi komunitas Islam.

METODE

Pendekatan metode burhani digunakan
untuk mengungkap makna konsep akun-
tansi syariah dalam budaya mahar dengan
menggunakan teknik wawancara yang tidak
terstruktur. Pranata mahar terkait erat de-
ngan variabel sosial-ekonomi-kultural dan
tidak sebatas aspek formal hukum (Abbas,
2012; Bahri, 2015). Secara sosiologis prak-
tik mahar dan variabel sosial-ekonomi-kul-
tural merupakan suatu yang tidak dapat
dipisahkan dalam masyarakat muslim. Ten-
densi mahar beralterasi berdasarkan faktor
wilayah dan tarikh. Mahar juga berfaedah
sebagai indikator kedudukan strata sosial
(nobilitas), pada sebagian komunitas mus-
lim di Indonesia yakni Jawa, Sunda, Betawi,
Minang dan Banjar. Studi tersebut berusaha
untuk mengembangkan satu tesis sosiologi
hukum bahwa dimensi sosial-ekonomi-kul-
tural sangat inheren dalam dinamika aplika-
si pranata mahar (Aini, 2014; Fikri, Karim,
& Widyastuti 2017; Ragoan, Untoro, & Ari,
2017; Syarifuddin & Damayanti, 2015).

Dalam penelitian ini yang menjadi in-
forman utama yaitu ulama, ahli figh, dan
orang yang memahami mahar dalam ajaran
Islam seperti penghulu. Informan berjum-
lah 9 orang, di antaranya 2 ulama, 6 pakar
figh, dan 1 penghulu (lihat Tabel 1). Alasan
pemilihan informan tersebut ialah disera-
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Tabel 1. Daftar Informan Penelitian (Samaran)

Nama Profesi
Sulaiman  Ketua Suriah Salah Satu Organisasi Agama
Bambang Kepala KUA
Arwana Dosen
Fariyanti Ahli figh
Ozil Ahli figh
Pamungkas Ulama
Rizal Dosen (Ahli figh)
Gazali Dosen (Ahli figh)
Titin Dosen (Ahli figh)

sikan dengan teknik penjabaran data yang
difungsikan dalam riset ini. Telaah eksperi-
men ini memakai metode penelitian burhani
yang dilakukan dengan menyatukan data
dan fakta di lapangan. Berdasarkan data
hasil wawancara pemikiran atau pendapat
ahli agama atau yang memahami maska-
win dalam ajaran Islam, berkenaan ciri dan
markah petunjuk sosial yang selanjutnya
disimpulkan dalam sebuah pernyataan atau
argumen yang diperkuat dengan data-data.
Pernyataan dan pendapat dalam wawancara
kemudian dianalisis kembali oleh peneli-
ti dengan menggunakan alat analisis PSAK
101 penyajian laporan keuangan syariah
untuk memperoleh suatu konsep akuntansi
syariah dalam budaya mahar.

Terkait dengan penggunaan metode
burhani dalam penelitian ini, tahapan pro-
sedur silogisme dalam bagian pokok, yaitu:
al-mugaddimah al-kubra (premis mayor) dan
al-muqaddimah ash-shughra (premis minor),
al-hadd al-wasath (middle term/kata yang
berulang), dan an-natijah (konklusi/kesim-
pulan). Prosedur tersebut merupakan kon-
sep-konsep kunci metode burhani. Analisis
burhani diawali oleh tahapan mengidentifi-
kasi al-muqaddimah al-kubra (premis mayor)
dan al-mugaddimah ash-shughra (premis mi-
nor). Berdasarkan pada identifikasi premis
mayor dan premis minor serta middel term,
peneliti mengambil konklusi/simpulan yang
merupakan proposisi yang kebenarannya
tidak diragukan (Haniffa & Hudaib, 2010;
Kamla, 2015; Mulawarman & Kamayanti,
2018; Salihin, Fatima, & Ousama, 2014).
Kerja burhani menekankan kekuatan argu-
mentatif yang bertumpuk pada bukti em-
piris. Metode burhani makin berasas atas
dominasi alamiah manusia berbentuk in-
dera, keahlian, dan dalih dalam mendapat
pandangan. Sumber pengetahuan burhani
adalah rasio (Ahmad, 2009). Bidang-bidang
ditingkatkan dan diruntutkan melalui pre-
sumsi-presumsi logika, sebagaimana tafsir-

an epistimologi burhani yang ditunjukkan
oleh Ibn Rasyid bahwa asal muasal horoskop
ingatan berpangkal pada kenyataan atau al-
wagqi, baik realitas lokal, bersahabat, kodrat
manusia ataupun keimanan. Hipotesis logi-
ka atau al-mantig memerankan pedoman da-
lam investigatif penyusunan ilmu dan tidak
melewati yuridiksi pustaka atau salaf atau-
pun menggunakan dominasi naluri (Ridwan,
2016; Wilkinson, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang mahar (maskawin)
pasti berhubungan dengan pernikahan, ser-
ta tidak terlepas dari hukum Allah SWT dan
anjuran Rasulullah SAW. Pernikahan ada-
lah kesempatan untuk menjalin hubung-
an dan menegaskan ikatan dengan keluar-
ga dan yang lain, juga merupakan peluang
untuk mengelola hubungan (Soucy, 2014).
Pernikahan bukanlah hal yang baru lagi un-
tuk diperbincangkan saat ini. Demikian juga
halnya mengenai mahar. Mahar (maskawin)
cukup mendalam dibahas dalam penelitian
Syarifuddin & Damayanti (2015). Penelitian
ini mengenai kritik atas budaya penetapan
harga uang panaik dalam pernikahan adat
suku Makassar. Dalam adat budaya perka-
winan suku Makassar penetapan harga uang
panaik yang diberikan oleh calon suami
melampaui konsep Islami. Untuk itu, dalam
memudahkan resepsi perkawinan kultur ke-
biasaan ini butuh berkaca kepada hajatan
syar’i.

Beberapa contoh lain terkait kearifan
lokal (local wisdom) terjadi pada penetapan
mahar dalam perkawinan adat masyarakat
Muna yang ditentukan berdasarkan empat
stratifikasi sosial: Golongan Kaomu (bang-
sawan), Walaka (adat-hukum), Anangkolaki
(petani, nelayan), dan Maradika (jelata) (Ai-
syah, 2018; Ar-Razak, 2018; Raden, 2011)
yang kontras dengan nilai kesederhanaan
dan kemudahan dalam Islam. Di sisi lain,
perbedaan mahar akad juga terjadi pada
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waktu dan daerah yang sama, seperti tra-
disi menghantar harta (Dutu) dalam acara
pernikahan masyarakat Gorontalo dari tra-
disi turun-temurun mengarah ke ajang un-
tuk meningkatkan status sosial. Akulturasi
budaya lokal menyebabkan degradasi nilai
dari yang bersifat stagnan ke arah modifi-
kasi baru terhadap tradisi. Sebagian dari
masyarakat memahami bahwa maskawin
itu hanya dalam bentuk uang atau barang
saja, tetapi boleh juga berupa manfaat apa
saja, misalnya manfaat pengajaran tentang
al-quran. Kesepakatan dari aspiran istri
yang menjadi persoalan primer dan utama
serta bukan berpatokan kepada besar atau
kecilnya mahar.

Asas pernikahan dalam Islam menetap-
kan mahar seperti uang, barang, ataupun
lainnya sebagai keharusan penyerahan dari
pihak pria yang dilafalkan saat dilangsung-
kan ikrar janji. Mahar dalam hukum Is-
lam tidak ditentukan besar kecilnya, tetapi
dilandaskan pada kesanggupan suami dan
kerelaan pihak istri. Dalam ijab kabul mahar
disebutkan tunai atau tidak tunai. Apabila
disebut utang, pihak suami wajib memba-
yarnya sebagaimana hukum berutang. In-
formasi keuangan syariah melambangkan
suatu penyampaian terstuktur pos keuang-
an dan prestasi keuangan suatu entitas sya-
riah. Sasaran target dari laporan keuangan
syariah berupa posisi, kinerja keuangan,
dan arus kas entitas syariah selain manual
penjelasan bagi konsumen dalam mengam-
bil pertimbangan terhadap pemecahan per-
soalan ekonomi.

Laporan keuangan yang meliputi aset
(harta), liabilitas (kewajiban/utang), dana
syirkah temporer, ekuitas (modal), peneri-
maan dan beban termasuk keuntungan dan
kerugian, arus kas, dana zakat dana kebaji-
kan juga menunjukkan pertangggungjawab-
an administrasi atas pemanfaatan sumber
daya yang diamanahkan kepada mereka
(Ibrahim, Elatrash, & Farooq, 2014; Mukh-
lisin, Hudaib, & Azid, 2015). Data paparan
keuangan mengenai entitas syariah bersa-
ma penjelasan lain dalam notasi laporan
keuangan yang diperoleh dalam daftar pe-
merian keuangan ditampilkan untuk menca-
pai proyeksi sirkulasi kas waktu yang akan
datang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).
Dengan tidak ada adanya kepastian jumlah,
mahar yang diberikan kepada perempuan
tersebut menurut ukuran umum atau ke-
biasaan setempat dan bahkan kemampuan

laki-laki (Basri, 2017; Fardayanti & Nurman,
2013; Huda, 2017; Isnaeni & Hakiki, 2016).

Mengingat kembali tujuan penelitian
ini ialah untuk meneliti bagaimana kon-
sep akuntansi syariah dalam budaya ma-
har, maka ada beberapa hal unik yang
akan ditemukan. Dari definisi akuntansi
itu sendiri, prinsip, tujuan, manfaat hingga
pelaporan keuangannya khususnya menge-
nai PSAK 101 penyajian laporan akuntansi
syariah terkait dengan budaya mahar (mas-
kawin) yang merupakan kewajiban. Berkait-
an dengan uraian fenomena tersebut, maka
akan lahir konsep akuntansi syariah dalam
budaya mahar khususnya mengenai enti-
tas yang disajikan dalam laporan keuangan
akuntansi syariah. Di zaman sebelum Islam
datang perempuan tidak mempunyai hak
atas kehidupan mereka. Akibatnya wakil
dapat dengan sesukanya menggunakan har-
tanya dan memanfaatkannya. Lalu Islam
masuk melenyapkan argari ini. Kepadanya
ditagihkan hak mahar dan kepada suami
ditetapkan memberikan mahar kepadanya
bukan kepada ayahnya dan kepada orang
yang dekat kepadanya. Sedikit pun mereka
tidak dibetulkan mengambil harta benda
tersebut, kecuali dengan kesediaan dan ik-
tikadnya sendiri.

Mahar sebagai aset (harta). Dalam
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyaji-
an Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)
aset (harta) merupakan sumber daya yang
dipengaruhi entitas syariah waktu sekarang
yang muncul dari kejadian masa silam dan
dari mana utilitas ekonomi masa depan di-
harapkan akan didapatkan entitas syariah.
Sementara itu, bagi ulama atau dalam hu-
kum Islam, harta ialah segala sesuatu yang
menyenangkan manusia dan harus dijaga,
baik dalam bentuk materi maupun dalam
bentuk manfaat. Selain itu, harta dalam
pandangan Islam absolutnya adalah kepu-
nyaan Allah SWT dan manusia dengan izin-
nya diserahkan untuk mengelolanya. Manu-
sia sebagai mahluk di bumi yang diberi akal
pikiran bertugas mengelola harta yang Allah
titipkan. Oleh karena itu, penggunaan harta
harus pada jalan yang benar karena harta
itu bisa menjadi musuh apabila digunakan
pada hal-hal yang buruk.

Komitmen manusia selaku khalifah
Allah SWT untuk senantiasa terikat dengan
tugas-tugas dan wahyu-wahyu Allah tentang
harta merupakan inti peran representatif
manusia sebagai wali yang bertindak baik
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memanfaatkan atau men-tasharruf-kan har-
ta yang telah diamanatkan Allah kepada ma-
nusia bersendikan kepada nilai dan prinsip
Islam. Penggunaan harta kekayaan pun ber-
gantung pemiliknya. Bila digunakan dalam
hal kebaikan maka balasan yang didapatkan
juga kebaikan. Akan tetapi, bila digunakan
untuk yang hal keburukan, maka balasan
yang didapatkan juga demikian.

Harta yang bertemu dengan determi-
nasi syara’ memiliki beberapa fungsi. Per-
tama, keafdalan ibadah mahzhah, seperti
salat membutuhkan pakaian untuk menu-
tup aurat (Iswandi, 2014; Zakiyah, 2011).
Kedua, menjaga dan menambah keimanan
dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sebagai
kefakiran menghampirkan kepada kekufu-
ran (Baidhawy, 2015; Gamon & Tagoranao,
2018). Ketiga, melanjutkan estafeta akivitas,
agar tidak dilewati angkatan terbelakang
(Fauzia, 2018; Mun & Thaker, 2017). Keem-
pat, mengharmoniskan antara kehidupan
dunia dan akhirat (Nurlaelawati, 2010; Ro-
din, 2015). Kelima, simpanan mengejar dan
menumbuhkan ilmu (Fuadi, 2018; Ulum,
2017). Keenam, keseimbangan hidup ber-
tanah air dan berbangsa (Ma'u, 2013; Yaha-
ya, 2015; Rozario, 2011).

Dalam merekatkan hubungan kepada
Allah, harta tidak hanya mempunyai dera-
jat. Harta juga berperan penting dalam hi-
dup manusia. Fungsi tersebut terbagi dalam
beberapa hal. Pertama, harta merupakan
amanah (titipan, as a trust) dari Allah SWT
(Patel, 2017; Tumirin & Abdurahim, 2015).
Makhluk sekedar pemegang amanah dise-
babkan tidak bisa membuat harta dari ke-
tiadaan (Triyuwono, 2011; Mulawarman
& Kamayanti, 2018). Kedua, kecondongan
manusia untuk menyimpan, merasai, dan
menguasai harta menjadi suatu alasan di
mana harta berkedudukan sebagai riasan
hidup yang potensial untuk dinikmati de-
ngan cara patut dan tidak menyimpang dari
ajaran agama (Iswandi, 2014; Rodin, 2015).
Ketiga, dalam menjalankan petunjuk ajaran
Islam, harta bisa seperti cobaan keyakinan
beragam terkait ikhtiar untuk memperoleh
dan arah pemanfaatanya (Ali, 2017; Umam,
2016). Keempat, peran harta sebagai sumber
pahala akhirat dengan cara mengeluarkan-
nya untuk zakat, infak, dan sedekah sebagai
bentuk kepatuhan perintah Allah SWT da-
lam menjaga hubungan antarsesama manu-
sia (Kashif, Jamal, & Rehman, 2018; Ma’u,
2013). Kelima, fungsi harta untuk melan-

jutkan kelangsungan kehidupan penerus di
masa yang akan datang (Salleh, 2015; Fau-
zia, 2018).

Pandangan ulama, terkecuali mazhab
Hanafiyah, adalah bahwa kewenangan atas
suatu dan kegunaan dapat dilihat sebagai
harta disebabkan bisa didapatkan melalui
penguasaan intinya. Nilai manfaat adalah
tujuan dari harta itu sendiri sebagai asbab
manusia membutuhkan harta. Terkait de-
ngan hal itu temuan peneliti adalah bahwa
maskawin sebutan bagi harta yakni harta
yang berwujud dan yang tidak berwujud.
Harta yang berwujud yaitu yang memiliki
bentuk dan dapat dilihat seperti uang dan
emas, sedangkan harta (maskawin) yang ti-
dak berwujud yaitu harta yang berupa jasa
seperti hafalan ayat suci alquran.

Dalam Islam wanita seharusnya di-
muliakan dan ditakzimkan sebagai indika-
si khusus kearifan disyariatkannya mahar.
Juga sebagai rambu-rambu disahkannya
kasih sayang di antara mempelai yang akan
melangsungkan pernikahan. Oleh sebab
itu, nazar yang jujur dan sukarela untuk
memuliakan wanita harus diutamakan da-
lam penyerahan maskawin/mahar. Hal lebih
lanjut dijelaskan oleh salah seorang infor-
man pada pernyataan berikut ini.

“Mahar itu adalah sesuatu yang
diberikan untuk menghormati
wanita. Wanita itu ibaratnya dibeli
(bahasa kasarnya). Dalam Islam
wanita begitu dimuliakan maka
ketika dia menikah harus dibe-
rikan mahar kepadanya dengan
betul-betul ikhlas dan diniatkan
untuk memuliakannya. Mahar itu
ialah hadiah pemberian seorang
suami” (Fariyanti).

Apa yang diungkapkan Fariyanti me-
nunjukkan bahwa mahar yang diberikan
merupakan bukti dalam upaya memuliakan
wanita, sebagai objek yang dicari dan bukan
sebaliknya meskipun pihak laki-laki harus
mengorbankan hartanya. Penjelasan yang
serupa juga disampaikan oleh informan lain.

“Mahar ini pemberian seorang
laki-laki kepada seorang wanita
yang dinikahinya dengan maksud
supaya wanita ini punya satu ke-
banggaan. Yaa, satu kebanggaan
bahwa dengan secara terhormat
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dia ini diberikan oleh orang tuanya
kepada sang suami sehingga sang
suami ini bertanggung jawab ke-
pada sang istri. Kemudian (sambil
batuk)... bahasa kasarnya mahar
ini seperti membeli seorang wani-
ta” (Pamungkas).

Maksud dari pernyataan Pamungkas
adalah mahar merupakan sesuatu (aset/
harta) yang diberikan calon suami kepada
calon istri dengan rasa ikhlas sebagai tan-
da memuliakan wanita itu sendiri. Selain
itu mahar dalam bentuk jasa mengajar ayat
alquran merupakan salah-satu wujud harta
sebagaimana yang disampaikan oleh Gazali.

“Kalaupun maharnya hafalan
ayat-ayat suci alquran, itu ti-
dak mengapa, akan tetapi jika
laki-laki ini sudah benar-benar
tidak punya apa-apa (miskin se-
kali). Dan hal tersebut pernah
terjadi di jaman Rasulullah. Nah,
bedanya sekarang itu, sebenarn-
ya laki-laki mampu memberikan
mahar dalam bentuk harta akan
tetapi hanya karena dengan ar-
gumen syar’i atau alasan syar’
yang sebenarnya tidak berdasar
maka dia menggunakan hafaln-
nya dan/atau memberikan mahar
seperangkat alat sholat dan itu ti-
dak layak dijadikan mahar ketika
dia masih memiliki harta lainnya”
(Gazali).

Dapat diartikan bahwa maksud dari
pernyataan Gazali bahwa memberikan
mahar dengan hafalan ayat suci alquran
dibolehkan akan tetapi bukan merupakan
pilihan utama dalam pemberian mahar, se-
lama laki-laki masih bisa memberikan mas-
kawin dalam bentuk harta yang berwujud.
Pada prinsipnya mahar itu yang bermanfaat
bagi pihak mempelai wanita seperti penutur-
an salah-satu informan berikut.

“Mahar itu biar cuman sedikit asal
manfaatnya besar. Jangan ma-
harnya banyak tapi manfaatnya
sedikit” (Bambang).

Pernyataan dari Bambang memberikan
pencerahan bahwa mahar itu meski hanya
sedikit tapi bermanfaat, contoh mahar cincin
emas. Walau ukurannya kecil tapi manfaat-

nya besar. Bukan sebaliknya, mahar (har-
ta) yang punya jumlah yang banyak, tetapi
nilai atau manfaatnya kecil. Hal ini seperti
yang dicontohkan Rasulullah serta para sa-
habatnya. Mahar yang diberikan juga harus
memenuhi syarat mahar itu sendiri seperti
benda yang mempunyai nilai harta. Mahar
menjadi tidak sempurna meskipun tidak
adanya kadar banyak sedikitnya mahar.
Mahar (maskawin) yang berharga tetap sah
meskipun sedikit. Berikut adalah penjelasan
Titin.

“Kalau maharnya hanya seperang-
kat alat salat itu hanya simbol
adat, sedangkan mahar itu sendiri
bukan simbol. Mahar itu sendiri
harus punya manfaat berupa har-
ta karena nantinya harta itu bisa
digunakan saat keadaan susah
atau suami sudah tiada (mening-
gal)” (Titin).

Maksud dari pernyataan Titin ada-
lah mahar itu harus punya nilai guna bagi
wanita atau dapat disebut harta (aset) yang
nantinya bisa digunakan pada saat ia su-
dah tidak mempunyai apa-apa lagi. Mencari
rezeki dengan cara berbisnis dan mempu-
nyai pekerjaan yang halal dan sesuai dengan
petunjuk-Nya adalah di antara upaya untuk
memperoleh kepemilikan harta dalam Is-
lam (Batubara, 2018; Za, 2016). Mahar yang
mempunyai manfaat berupa harta dapat
menjadi modal usaha rumah tangga ke de-
pannya bagi pasangan suami istri. Selain
itu seorang wanita penting untuk memilki
pengetahuan dan pemahaman dalam me-
ngelola keuangan termasuk modal dalam
mengembangkan usaha yang berasal dari
mahar tersebut. Pengelolaan keuangan se-
perti akuntansi pembukuan mencerminkan
perannya sebagai pengusaha juga sebagai
ibu yang mengatur pengeluaran dan pema-
sukan dalam rumah tangga (Lee, Choe, &
Kim, 2017; Virtanen, 2009).

Kejelasan mahar sebelum akad nikah
pun memang sangat penting untuk diper-
hatikan. Tidak boleh barang (harta) yang
kondisi fisik dan bentuknya tidak jelas.
Memberikan benda yang tidak jelas jenis
dan keadaannya efeknya menjadikan sta-
tus mahar menjadi tidak sah. Hal tersebut
tercermin dari hasil wawancara berikut ini.

“...mahar itu sudah harus dipas-
tikan bentuknya seperti apa. Ka-
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lau dia (mahar) memiliki lokasi,
di mana lokasinya atau kalau dia
dalam bentuk harga berapa jum-
lahnya, dan kalau dalam bentuk
timbangan, berapa berat timbang-
annya, sudah harus jelas, tidak
boleh ada kesalahan karena yang
dicontohkan Rasulullah dan para
sahabatnya seperti itu. Adapun
mahar hafalan quran tapi karna la-
ki-laki itu sudah tidak punya apa-
apa dan itu terjadi cuman sekali.
Adapun contoh mahar Rasulul-
lah adalah ketika beliau menikah
dengan Siti Aisyah maharnya ka-
lau diuangkan zaman sekarang
hampir Rp300.000.000,00 dan itu
yang dipersembahkan untuk is-
trinya karena beliau juga keluarga
bangsawan” (Gazali).

Dari kutipan wawancara dengan Gaza-
li bahwa mahar harus mempunyai wujud.
Dengan kata lain mempunyai nilai dan dapat
diserahterimakan baik secara konkrit mau-
pun syariat. Penjelasan yang kurang lebih
sama disampaikan oleh Rizal pada kutipan
berikut ini.

“Yaa, kalo (kalau) terkait dengan
hadist Rasulullah, sebenarnya dia
(mahar) harta berwujud, berikan-
lah mahar itu walaupun hanya
cincin (cincin besi)” (Rizal).

Dari penjelasan Gazali dan Rizal bah-
wa kejelasan bentuk mahar itu sudah me-
mang harus dipastikan sebelum akad nikah
dilangsungkan agar pada saat akad nikah/
ijab kabul tidak terjadi kesalahan atau ke-
lalaian lagi. Mahar yang diberikan sesuai
kesepakatan kedua belah pihak entah wani-
ta meminta harta yang berwujud ataupun
yang tidak berwujud atau bisa juga sesuai
keikhlasan laki-laki dalam memberikan ma-
har seperti yang dicontohkan Rasulullah.
Terkait dengan mahar jasa berupa hafalan
quran seperti yang terjadi di zaman Rasu-
lullah merupakan pilihan terakhir dari pem-
berian mahar dikarenakan laki-laki itu tidak
mempunyai apa-apa (miskin sekali).

Berdasarkan penjelasan para informan
dapat disimpulkan juga perbedaan antara
aset (harta) dalam akuntansi modern ha-
rus berupa aset (harta) yang berwujud dan
mempunyai nilai materi. Selain itu, aset da-

lam konteks mahar selain dapat berupa har-
ta yang berwujud, dapat berupa harta yang
tidak berwujud seperti hafalan ayat-ayat
alquran.

Mahar sebagai kewajiban. Karakter-
istik esensial liabilitas (kewajiban) ialah be-
ban atau kewajiban untuk berbuat dan me-
menuhi sesuatu lewat aksen tertentu dan
entitas syariah (Ikatan Akuntan Indonesia,
2017). Aset yang telah diberikan atau entitas
syariah berbentuk kesepakatan yang tidak
bisa diurungkan untuk membayar aset se-
bagai kewajiban. Selain itu, kewajiban masa
kini tidak serta merta mengemuka oleh ha-
sil tata laksana entitas syariah untuk mem-
beli aset di masa depan. Untuk itu, perlu
pemberlakuan antagonisme antara liabilitas
(kewajiban) masa kini dan kewajiban masa
depan. Mengaitkan basis kapabilitas yang
mempunyai kegunaan masa depan apabila
untuk mengaver klaim kubu yang berbeda
merupakan lazimnya perampungan kewa-
jiban masa kini.

Transaksi barang dan pemakaian ban-
tuan pelayanan selain pembayaran di de-
pan atau waktu pelimpahan menimbulkan
sangkutan usaha. Begitu juga merupakan
sumber ukuran untuk besaran pembelan-
jaan sewarsa kepada klien. Entitas syariah
bisa pula mengesahkan total potongan har-
ga masa depan. Contoh tersebut sebagai
acuan bahwa pembicaraan bisnis dan keja-
dian masa lalu adalah dasar terbentuknya
liabilitas (kewajiban). Penggunaan perkiraan
dalam gradasi yang bermakna dipakai un-
tuk memprediksi sebagian tipe liabilitas dan
merupakan ketentuan atas beberapa liabili-
tas. Anggaran meliputi jumlah yang mampu
dipastikan tanpa perlu membuat estimasi
dan tidak dilihat sebagai liabilitas (kewa-
jiban) dalam arti dangkal (Ikatan Akuntan
Indonesia, 2017).

Kewajiban ialah sesuatu yang harus di-
tunaikan dan tidak boleh disepelekan atau
ditinggalkan. Utang secara etimologi ada-
lah uang dan barang dalam jumlah tertentu
yang dipinjamkan untuk dimanfaatkan de-
ngan konsekuensi berkewajiban mengem-
balikan dengan hal yang serupa (Aziz &
Ramdansyah, 2016; Iska, 2015). Selain itu,
utang (Qardh) juga menjadi aset kekayaan
yang diserahkan kepada pemeroleh sebagai
pinjaman dengan prasyarat pada saat jatuh
tempo yang berkesanggupan sebagai pihak
penerima mengganti pinjaman tersebut (Ab-
del-Baki & Sciabolazza, 2012; Abou-El-Sood
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& El-Ansary, 2017; Cook & Stathis, 2012;
Razak & Saupi, 2017).

Dengan kata lain, sebagai suatu ke-
wajiban, mahar juga harus dibayar. Mahar
juga adalah salah-satu kewajiban yang ber-
landaskan alquran, Hadits dan Kesepakatan
ahli figh. Suami wajib memberikan mahar/
maskawin pada saat terjadinya akad nikah
secara sempurna, serta tidak boleh menggu-
gurkannya. Hal ini seperti yang dijelaskan
oleh beberapa informan berikut ini.

“...di dalam Islam mahar itu wajib
hukumnya...” (Sulaiman).

“Mahar itu sesuatu yang wajib
atau suatu pemberian dari seo-
rang suami kepada calon istri dan
itu sudah merupakan dia punya
hak (hak wanita)” (Bambang).

“...mahar itu wajib dikeluar-
kan oleh mempelai lelaki ketika
melakukan akad nikah dengan
calon istrinya, untuk mekanisme
mahar sudah diatur dalam agama
juga dalam UUD Negara” (Arwa-
na).

“Mahar itu hanya untuk mele-
galkan hubungan karena syarat
untuk menyentuh perempuan,
makanya itu identik ada pemberi-
an mahar” (Rizal).

Maksud dari keempat pernyataan in-
forman (alasan pemilihan informan adalah
peneliti beranggapan para narasumber ber-
kompoten di bidang syariah dan hukum
Islam) ialah bahwa pemberian mahar me-
rupakan suatu kewajiban yang sudah diatur
dalam agama dan tidak boleh digugurkan
sebab mahar itu sendiri ialah hak wanita.
Bila laki-laki tidak memenuhi kewajiban
pemberian mahar yang sudah ditentukan
dalam agama, maka sama saja menentang
sunnah rasul.

Dari penjelasan-penjelasan informan
tersebut peneliti mencari tahu lebih dalam
manfaat mahar itu sendiri dan bagaima-
na bila maharnya hilang atau rusak sebe-
lum diberikan pada waktu akad. Berikut
penjelasan terkait dari para informan.

“...kalo (kalau) maharnya hilang
ya minta izin sama calon istri un-
tuk dicicil (utang). Kalo (kalau)

misalkan istri minta mahar mobil,
sedangkan saya (laki-laki) tidak
mampu berikan secara tunai, yaa
saya (laki-laki) cicil (utang), saya
(laki-laki) kasih (berikan) kaca
spion dulu. Kalo (kalau) misal-
nya mahar juga rusak sudah mau
akad (mahar rusak pada saat
akad akan berlangsung), nah ini
diberitahukan dan mungkin ada
kebijaksanaan dari pihak wani-
ta, apabila wanita bersedia pem-
berian mahar setelah akad maka
diberikan sekedar simbol dulu”
(Ozil).

“...bisa saja maharnya tidak se-
cara tunai (utang) dan itu terma-
suk dalam perjanjian lanjutan,
bahwa dia akan tunaikan (lunasi)
pada waktu-waktu tertentu dan
itu tidak ada masalah bila ada
perjanjian untuk dilunasi” (Gaza-
li).

“Kalau misalkan maharnya hilang
atau rusak sebelum diberikan ke-
pada sang istri, ya diutang, bahwa
nanti suatu saat saya (laki-laki)
akan memberikan mahar karena
maharnya hilang. Jadi akan beru-
tang tapi kalau sudah dapat uang-
nya ya diberikan” (Munawir).

“Kalau hilang, tergantung dari pi-
hak keluarga kalau minta diganti
yaa harus diganti. Tapi kalau bisa
diutang atau mungkin hanya bisa
saja disebutkan dulu pada saat
akad tapi pembayarannya nanti”
(Rizal).

Dari penjelasan-penjelasan para infor-
man tersebut, terkait hilang atau rusak-
nya mahar sebelum diserahkan pada waktu
akad, ternyata terdapat hal-hal yang kian
menarik. Bagaimana tidak, Ketika terjadi ke-
salahan seperti hilang atau rusaknya mahar
sebelum diserahkan pada saat akad nikah,
maharnya bisa diutang.

Meskipun demikian, bukan berarti
menjadi alasan utama bahwa memberikan
mahar kepada wanita itu nanti saja (setelah
akad nikah) atau pada waktu-waktu tertentu.
Hal tersebut memang dibolehkan, tetapi jika
terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di luar
kehendak mereka seperti penjelasan para



90 Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 10, Nomor 1, April 2019, Him 82-101

informan. Maka, solusi terbaik untuk hal itu
adalah dikembalikan kepada yang bersang-
kutan dan keputusan bergantung pada per-
setujuan kedua belah pihak.

Pada sisi lainnya, terdapat pendapat
lain dalam hal kerusakan mahar. Hal ini
diutarakan oleh Bambang pada kutipan be-
rikut ini.

“Kalau maharnya rusak atau hi-
lang, boleh diganti sesuai kese-
pakatan li dorang (kedua belah
pihak). Tapi terlalu sekali kalo (ka-
lau) mahar diutang, biaya nikah
saja dorang mampu mahar bo’mo
utang” (Bambang).

Bila dipikir lebih dalam, ada benarnya
juga apa yang dikatakan oleh Bambang, da-
lam pemenuhan soal biaya nikah saja la-
ki-laki mampu untuk memenuhinya, lantas
bagaimana mengenai mahar yang khusus
untuk wanita yang dinikahinya bukan un-
tuk orangtua/walinya ataupun orang lain.

Dari penjelasan informan dapat disim-
pulkan liabilitas (kewajiban) pada akuntan-
si modern timbul berdasar kejadian masa
lalu atau dari transaksi, seperti kepastian
untuk menukar kembali pembelian barang
atau penggunaan jasa yang menimbulkan
utang usaha/pinjaman. Di sisi lain, liabili-
tas (kewajiban) dalam konteks mahar lebih
merupakan kewajiban yang harus dipenuhi
karena merupakan aturan dalam agama dan
tidak boleh digugurkan sebagai suatu syarat
dalam pernikahan yang sesuai syariat Islam.

Mahar sebagai ekuitas (modal). Ekui-
tas (modal) adalah bunga residual dalam
aset entitas yang tersisa setelah dikurangi
kewajibannya dan dana dari individu serta
pihak lainnya yang diterima sebagai investa-
si dengan jangka waktu tertentu. Namun,
agak berbeda dengan modal yang dimak-
sud dalam akitivitas akad nikah (pemberian
maskawin/mahar) dalam hal tersebut yang
disebut modal ialah mahar itu sendiri. Se-
bab, mahar sebagai modal dalam rumah
tangga atau bekal untuk kelanjutan hidup
wanita.

Dalam agama Islam telah ditetap-
kan hukum bagi masing-masing sebagai
hubungan muamalah antarmanusia untuk
saling memberikan manfaat dan melarang
untuk menumpuk harta yang berdampak
kepada kemudaratan. Hal ini diungkapkan
oleh para informan berikut.

“Mengenai ini sebagian ulama
mengatakan mahar yang dijual
atau digadaikan kemudian hasil-
nya dibuat modal usaha itu lebih
berkah” (Arwana).

“...kalaupun dia bagikan mahar-
nya dengan orang tua, ketika dia
dapat mahar atau harta yang ba-
nyak seperti tanah, barang-ba-
rang dan yang produktif, atau ka-
lau dia bagi dengan siapa saja itu
terserah dia karena itu hak paten
dia. Yang tidak boleh itu mengam-
bil haknya tanpa sepengetahuan-
nya (perempuan pemilik mahar)”
(Titin).

Kedua informan tersebut menjelaskan
bahwa mahar itu bila dijual atau digadaikan
dan hasilnya dijadikan modal usaha, maka
usahanya lebih berkah. Kemudian pemba-
gian harta yang diperoleh dari pemberian
tersebut diserahkan kepada wanita yang
memiliki mahar itu.

Mahar pada prinsipnya yang berman-
faat bagi mempelai wanita walaupun ke-
majemukan suku dalam masyarakat Islam
mengenai problem mahar dalam perkawinan
terdapat perbedaan. Alasan kelengkapannya
diuraikan oleh informan berikut ini.

“Mahar itu yang punya manfaat
untuk perempuan, yang punya
nilai guna buat dia, yang bisa
menghidupi dia di kemudian hari
(modal dalam rumah tangga) tapi
kalau dia punya mahar cuman
seperangkan alat salat, yaa apa
depe guna (apa gunanya) buat dia
itu kalau dia nanti butuh itu tidak
bisa dijual (tidak bisa dijadikan
modal), tapi kembali lagi pada di-
rinya (wanita) walau mahar yang
diberikan laki-laki misalnya ada-
lah hafalan quran dan wanita rela,
ya kenapa tidak. Tidak jadi ma-
salah cuman yang di syarat syar’i
mahar itu yang punya nilai mate-
ril” (Titin).

“Konsep mahar di dalam Islam
itu apa saja yang bermanfaat bagi
wanita untuk kelanjutan hidupnya
atau bisa dihargai sebagai uang,
jadi natkah (modal dalam rumah
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tangga) bagi dia ketika misalnya
suaminya meninggal atau pisah”
(Gazali).

Dari penjelasan Titin dan Gazali ter-
dapat ikhtisar bahwa bagi wanita nilai guna
mahar menjadi suatu yang penting artinya
sebagai bekal atau modal dalam rumah tang-
ga atau yang nantinya untuk memenuhi ke-
lanjutan (kebutuhan) hidupnya. Dan mahar
yang tidak punya manfaat dikatakan bukan
mahar karena tidak bisa dijadikan bekal atau
modal untuk kelanjutan hidupnya (wanita).
Mahar sebagai modal yang mempunyai man-
faat bagi wanita yang ditinggal suami akibat
meninggal dunia ataupun bercerai dapat
digunakan untuk kegiatan usaha bisnis de-
ngan cara digadaikan ataupun dijual. Se-
bagai contoh mahar berupa tanah (Sunrang)
dalam perkawinan suku Bugis-Makassar.
Mahar tanah tersebut sebagai identitas diri/
hadiah dari keluarga suami untuk dijadikan
modal usaha ketika mereka dipersatukan
dalam ikatan pernikahan (Nurlia & Nurasi-
ah, 2017; Yusuf, 2015). Peran wanita dalam
hubungan antara wanita dan kekayaan ada-
lah untuk mencari informasi tentang cara
mereka mengelola modal selama hidup. Se-
lain itu, wanita mengelola modal dari mahar
sebagai tanggung jawab atas kekayaan ser-
ta memiliki tanggung jawab (dan hak) un-
tuk mentransfernya ke generasi berikutnya
(Diaz-Giménez & Giolito, 2013; Licini, 2011).
Berdasarkan penjelasan dan wawancara
tersebut dapat dirinci perbandingan mahar
sebagai ekuitas dan ekuitas secara konven-
sional (lihat Tabel 2).

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan
perbandingan mahar sebagai ekuitas dan
ekuitas secara konvensional. Perbedaan
dari segi definisi, jenis, tujuan, dan status
kepemilikan merupakan pengaruh baik dari
segi makna, syariat (figh), maupun budaya.
Dari segi makna mahar sebagai ekuitas jenis
mahar musamma seperti seperangkat alat
salat walaupun bernilai relatif murah, teta-
pi hal tersebut menjadi simbol bahwa suami
siap membimbing dan menuntun istri dalam
hal agama sekaligus nilai tanggung jawab
seorang suami. Begitu juga makna mahar
yang terkandung dari sisi tujuan dan sta-
tus kepemilikan. Di sisi lain, ekuitas secara
konvensional hanya merupakan kekayaan
bersih (aset dan uang tunai dikurangi nilai
dari seluruh kewajibannya). Di samping itu,
mahar sebagai ekuitas diatur berdasarkan

syariat (figh) yang syarat dan rukunnya te-
lah dijelaskan oleh para fugaha berdasarkan
sumber alquran dan hadis. Mahar berupa
uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh
mempelai pria kepada calon mempelai wa-
nita mempunyai syarat tidak kontradiktif de-
ngan hukum Islam. Selain daripada itu, dari
segi ekuitas secara konvensional diatur ber-
dasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuang-
an). Pengaruh budaya terhadap mahar
sebagai ekuitas telah memberi dampak per-
bedaan bentuk, jumlah, ataupun jenis ma-
har yang diberikan di masing-masing daerah
sehingga sisi mahar pada kelompok sosial
lain untuk masa depan perempuan dapat
menjadi investasi dan jaminan ekonomi.

Mahar sebagai pendapatan dan be-
ban. Penerimaan pendapatan ialah ekska-
lasi dalam bentuk pemasukan atau pe-
ningkatan aset ataupun depresiasi liabilitas
terhadap manfaat ekonomi dalam rentang
waktu tertentu yang berefek pada pertam-
bahan ekuitas yang tidak bersumber dari
partisipasi penanam modal (Ikatan Akuntan
Indonesia, 2017). Interpretasi penghasilan
merupakan jumlah pendapatan dalam pe-
rencanaan pengerjaan dan penyampaian in-
formasi keuangan untuk kenaikan ekonomi
pada termin eksklusif (Costello & Sanders,
2016; Nishikawa, Kamiya, & Kawanishi,
2016; Reitz, 2016). Definisi lain baik per-
olehan maupun surplus adalah bagian dari
deskripsi penghasilan. Kegiatan primer se-
perti profit margin penjualan, pembayaran
sewa, nisbah, dan gratis jasa merupakan
sumber pemasukan dan pendapatan (reve-
nues), sedangkan pemasukan lainnya yang
mengisi parameter keuntungan (gains) tapi
bukan operasional utama adalah represen-
tasi alokasi surplus (Tumirin & Abdurahim,
2015).

Terkait dengan hal tersebut, mahar ju-
ga sebagai suatu pendapatan dan beban ar-
tinya pendapatan bagi wanita yang dilamar
dan beban bagi laki-laki yang melamar. Se-
lain itu, beban bagi wanita yang meminta ce-
rai. Komitmen dalam proses pernikahan un-
tuk berjuang bersama dan saling berkorban
didahului ikrar pernikahan kata sepakat ijab
gabul (akad nikah) kedua mempelai. Konsep
pengakuan pendapatan merupakan gambar-
an dari proses pernikahan dalam konsep
akuntansi, di mana untuk menghasilkan
pendapatan melalui sumbangsih tenaga, pi-
kiran, waktu, dan sumber daya selama pro-
ses pernikahan. Proses mengeluarkan beban
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Tabel 2. Perbandingan Mahar Sebagai Ekuitas dan Ekuitas Secara Konvensional

Lingkup

Mahar Sebagai Ekuitas

Ekuitas Secara Konvensional

Definisi

Jenis

Tujuan

Status Kepemilikan

Pemberian dalam bentuk sejumlah har-
ta (modal) pada saat pernikahan dari calon
mempelai laki-laki (atau keluarganya) ke-
pada calon mempelai wanita (atau keluarga
dari mempelai perempuan), yang nilainya
ditentukan oleh mempelai wanita sendiri
(Agrawal, 2014; Nalle, 2017; Umam, 2016).

Pertama, mahar musamma yaitu mahar yang
kadar dan besarnya sudah dijanjikan ketika
akad nikah berlangsung (Basari, 2017; Halo-
moan, 2015). Kedua, mahar misll yaitu ma-
har yang pada saat sebelum atau ketika ter-
jadi pernikahan tidak disebut besar kadarnya
atau mahar yang takarannya diukur dengan
mahar yang pernah diterima oleh kerabat fa-
mili (Gani & Hayati, 2017; Halomoan, 2015).

Uang mahar yang diberikan kepada istri
memiliki tujuan memuliakan wanita. Di
sanalah keberkahan muncul uang mahar
bisa dipinjam untuk usaha, mencari nafkah
halal. Modal dari harta yang didapat kare-
na memuliakan dan keikhlasan tentu akan
menghasilkan usaha yang barokah dan rizki
yang barokah.

Kepemilikan mahar atau maskawin menjadi
hak milik istri secara penuh sebagai suatu
pemberian yang wajib dari suami kepada is-
trinya. Apabila suami atau orang lain yang
ingin menggunakan har-ta mahar tersebut
harus mendapatkan izin dari pihak wanita
karena keridhoan dan kerelaan dan menja-
di haram hukumnya apabila menggunakan
harta mahar tersebut tanpa izin dari istri.
Selain dari itu, ayah pengantin wanita dapat
menggunakan harta mahar tanpa izin kare-
na harta anak adalah milik ayahnya dengan
syarat lain di mana har-ta tersebut tidak
dibutuhkan dan tidak menyusahkan anak
yang telah dilamar oleh calon suami.

Sisa Keuntungan atas total aset setelah
dikurangi dengan total Liabilitas.

Setoran pemegang saham, akumulasi
margin tahun sebelumnya sebagai devi-
den, Selisih dari nilai buku lama (buku
periode sebelumnya) dengan nilai buku
yang baru, modal aktiva perusahaan
yang berasal kontribusi bantuan derma
dan modal persediaan pelunasan surat
pernyataan utang dan lain sebagainya.

Pengungkapan informasi ekuitas peme-
gang saham akan sangat dipengaruhi
oleh tujuan penyajian informasi tersebut
kepada pemakai statemen keuangan.
Pada umumnya, tujuan pelaporan in-
formasi ekuitas pemegang saham ada-
lah menyediakan informasi kepada yang
berkepentingan tentang efisiensi dan
kepengurusan (stewardship) manajemen
(Baginski & Hinson, 2016; Sabac & Tian,
2015).

Dalam struktur kepemilikian perusaha-
an, perkembangan dalam pengelolaan
perusahaan untuk bisa bertumbuh sesu-
ai prospek perlunya pengenalan ekuitas
dan unsur-unsur yang menyusun ekui-
tas. Kepemilikan ekuitas dalam suatu
perusahaan beragam, struktur kepemi-
likan ini mencerminkan proporsi kepemi-
likan perusahaan. Bentuk kepemilikan
mencerminkan hak principal (pemilik),
sehingga tiap bidang dalam perusahaan
perlu menyadari peran serta tupoksinya.

sebagai penjelasan rancangan pernikahan
adalah dengan tujuan menemukan keten-
teraman batin dan melanjutkan keturunan
(Fikri, Karim, & Widyastuti, 2016).

Kegiatan utama entitas syariah sema-
cam nisbah bagi hasil, ujrah sewa, margin
penjualan, dan jasa gratis umumnya me-
nimbulkan pendapatan. Namun, dalam hal
ini, khususnya maskawin, telah dikatakan
sebagai pendapatan karena adanya aktivitas
pernikahan (pemberian mahar kepada wani-
ta oleh laki-laki) juga ada aktivitas penjual-
an/penggadaian mahar itu sendiri artinya
dijual karena untuk memenuhi kebutuhan
hidup.

Beban adalah menyusutnya aset atau
penurunan manfaat ekonomi sepanjang pe-
riode akuntansi dalam bentuk arus keluar

serta terjadinya liabilitas tidak terkait klasi-
fikasi penanam modal yang berakibat pada
penurunan ekuitas (Ikatan Akuntan Indone-
sia, 2017).Terkait dengan hal ini mahar ter-
masuk sebagai beban sebab laki-laki yang
akan menikah tentunya mengeluarkan harta
sebagai mahar yang dibayarkan atau diberi-
kan kepada wanita sebagai tanda menghor-
mati dan memuliakan wanita itu sendiri dan
bukan merupakan harga beli diriya (wanita).
Selain itu, mahar juga bisa berubah men-
jadi beban bagi wanita yang meminta cerai
dikarenakan ia harus mengembalikan ma-
har kepada mantan suaminya meski hanya
separuh.

Kejelasan mengenai hal tersebut ti-
dak dapat dibantahkan lagi. Semua sudah
tertuang dalam alquran dan hadis secara
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terperinci. Hal ini termasuk memperoleh
harta dengan jalan yang tidak benar seper-
ti penggunaan mahar oleh orang lain tanpa
sepengetahuan pemilik (penggunaan atau
penjualan harta oleh suami atau orang lain
tanpa sepengetahuan istri atau pemilik).
Mengenai hal ini, berikut penuturan infor-
man.

“Mahar itu boleh digunakan oleh
suami atau orang lain tapi atas
persetujuan istri, tetapi bukan
berarti berpindah hak milik, ha-
nya pemanfaatan dan pengguna-
annya saja. Kalau suami gunakan
tanpa sepengetahuan istri itu ti-
dak boleh karena itu bukan harta
gono gini (harta bersama)” (Gaza-
li).

“Kalau mahar itu misalnya mo-
bil Avanza kemudian itu dijual
atau digunakan oleh suami tanpa
sepengetahuan istri, nah itu tidak
boleh, bisa-bisa itu bisa dituntut.
Berarti ada kebohongan dalam ru-
mah tangga padahal pernikahan
itu perjanjian” (Bambang).

“Tidak boleh itu mahar digunakan
suami tanpa sepengetahuan istri,
misalnya mahar berupa bangun-
an (rumah) kemudian dijual sua-
mi itu yang tidak boleh. Dilarang
karena 100% mahar itu hak istri.
Akan tetapi, yang bolehnya itu jika
istri yang nyuruh misalkan mahar
sepeda motor dipinjamkan pada
suami” (Sulaiman).

“Kalau misalkan mahar diguna-
kan tanpa sepengetahuan istri,
yaa... itu namanya mencuri (ghaz-
ab). Ya, karena tidak ada izin dan
itu pelanggaran, tidak boleh itu”
(Rizal).

Dari keempat pendapat informan
ternyata penggunaan mahar tanpa sepenge-
tahuan istri/pemilik tidak dibolehkan mes-
ki oleh suami sendiri ataupun orang tua/
wali, kecuali pemilik maskawin (mahar)
yang memberikan pinjaman atau dengan
cara meminjam pada pemilik mahar. Hal ini
karena mahar tersebut ialah milik/hak wa-
nita sepenuhnya (istri bagi suami, ibu bagi
anak, anak bagi orang tua atau wali dan lain

sebagainya). Pernyataan informan mengenai
kegunaan dan fungsi mahar (harta), peman-
faatan mahar itu seperti apa, dan apakah
mahar itu bisa dijual atau digadaikan. Hal
ini dapat disimak melalui kutipan informan
berikut ini.

“...itu terserah istri, contoh misal-
nya depe mahar mobil avanza, mo
dijual atau bagaimana. Yaa itu
hak dia” (Bambang).

“...ndak apa-apa, nah itulah tu-
juan mahar” (Gazali).

“Mengenai ini, kalau misalnya
maharnya itu emas (sepaket per-
hiasan). Sebaiknya disimpan se-
bagai kenang-kenangan. Tapi
kalau misalnya sudah dalam ke-
adaan kepepet (butuh), untuk
makan anak dan kebutuhan se-
bagainya itu tidak apa, bisa dijual
atau digadaikan” (Pamungkas).

Dari ketiga penjelasan informan terse-
but terkandung makna bahwa, mahar itu
sebagai pendapatan bagi wanita yang dila-
mar yang timbul karena terjadi akad nikah/
ijab Kabul. Namun, mahar bukan har-
ga beli wanita melainkan sebagai tanda
memuliakan dan menghormati dirinya. Se-
lain itu berkaitan dengan peran akuntansi
dalam rumah tangga. Ketidakcakapan di da-
lam mengontrol uang akan berdampak ter-
hadap kepelikan, keresahan, dan penyakit.
Dalam rumah tangga pengaturan keuangan
sangatlah penting untuk keperluan hidup.
Pengelolaan keuangan rumah tangga akan
tampak lebih efisien apabila dikendalikan
oleh istri. Kepiawaian istri dalam mana-
jemen anggaran keuangan rumah tangga
yang diperlukan dengan mudah dan seder-
hana setiap kebutuhan rumah tangga me-
rupakan kebahagiaan tersendiri sekaligus
menghindari konflik internal rumah tangga
(Komori, 2012; Setiowati, 2016). Di sisi lain,
ada keringanan dan kemudahan mahar da-
lam Islam serta perbedaan mahar di zaman
Rasulullah dan di zaman sekarang. Sikap
mempermudah Rasulullah SAW contohkan
dalam pernikahan anak beliau Fatimah. Hal
itu beliau maksudkan untuk umatnya, un-
tuk mempermudah pernikahan dan meng-
amalkan sunnahnya. Namun, ada unsur
mempersulit mahar seperti yang sering ter-
jadi saat ini. Tentu ini bertentangan dengan
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ajaran Islam karena berbeda dengan mahar
yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berikut
penjelasan beberapa informan.

“Di masa Nabi (Rasululah SAW)
awalnya mahar itu besar kemu-
dian diringankan tapi sekarang
maharnya masyarakat sangat ter-
gantung pada apa paham mereka.
Kalau masyarakat kuat memegang
adat, pasti maharnya sangat ting-
gi atau besar. Mereka mengatakan
semakin besar mahar itu, maka
semakin tampak penghargaan/
penghormatan pada calon istri.
Begitu juga kalau sudah berpen-
didikan tinggi” (Gazali).

“Dalam hadis Rasulullah seba-
ik-baik mahar adalah yang paling
mudah, semampu laki-laki saja.
Tetapi tradisi sekarang ini mahar
itu dilihat dari besar atau ting-
ginya, dan itu yang paling dorang
dibanggakan sekali, padahal da-
lam Islam yang paling mudah dan
paling murah bagi laki-laki, tidak
boleh memaksa. Apalagi ketika
kedua insan sudah saling suka,
maka wanita tidak boleh menyu-
sahkan maharnya. Nikah itu sun-
nah, dan siapa yang menentang
sunnah Rasul, maka dia bukan
golongan dari umat Rasulullah”
(Fariyanti).

“Sebaik-baik mahar ini adalah
yang paling mudah. Tapi jangan
kalau ada lebih tidak mau kasih,
nah ini pelit namanya. Kalau la-
ki-laki mampu belikan rumabh,
maka belikan dia rumah, kalau
dia cuman mampu belikan cincin,
yaa... cincin saja. Jangan ada
duit tapi maharnya tidak sesuai
dengan apa yang ada pada diri
laki-laki. Perbedaan maharnya di
zaman Baginda Rasulullah SAW
dengan sekarang cuman dalam
bentuk saja” (Gazali).

Ketiga penjelasan informan tersebut
bermaksud menyampaikan bahwa memper-
mudah pernikahan itu membawa berkah
apalagi dalam meringankan mahar. Artinya,
meminta mahar sesuai kemampuan laki-la-
ki dan tidak ada unsur paksaan sehingga

memberatkan calon suami. Fenomena bu-
daya uang panai’ (penentuan jumlah uang
belanja pesta perkawinan) dalam adat Bugis
adalah budaya yang terkait dengan tingginya
uang nai’. Kekhawatiran timbul dari pihak
laiki-laki baik dari masyarakat Bugis sendiri
maupun di luar kelompok etnis Bugis. Ma-
salah penyediaan dana untuk doi’ menre
(uang hantaran) juga menjadi kegelisahan
keluarga ekonomi kelas bawah yang memi-
liki anak laki-laki.

Di sisi lain, pihak wanita yang menan-
ti lamaran akan gelisah karena kecemasan
tidak adanya laki-laki yang bersedia me-
menuhi doi’ menre yang telah dipersyarat-
kan oleh pihak keluarga wanita (Rahayu &
Yudi, 2015; Umam, 2016). Namun, bila la-
ki-laki mampu memberikan maskawin da-
lam bentuk jumlah yang banyak, maka ti-
dak mengapa. Mengenai perbedaan bentuk
mahar juga terjadi hanya karena pergeseran
zaman itu sendiri.

Berkenaan jumlah mahar diputuskan
berdasarkan hasil musyawarah kedua pi-
hak dan rida perempuan yang akan dini-
kahi dikarenakan ketetapan kuantitas ter-
tinggi dan terendah pemberian mahar tidak
ditemukannya dalil dalam alquran ataupun
hadis. Hal ini disetujui oleh beberapa infor-
man berikut ini.

“Kalau konsep mahar dalam Islam
itu sebanyak-banyaknya boleh, ti-
dak dibatasi (tidak terbatas) dan
dia (mahar) harus punya nilai
tinggi. Kalo (Kalau) kamu (wanita)
mo (mau) minta mahar 5 Miliar itu
bisa loh, bebas dan itu bukan bi-
aya nikah, dan kalo (kalau) kamu
(wanita) mo (mau) minta mahar
yang bermanfaat lainnya itu hak-
mu (hak wanita)” (Titin).

“...kalau laki-laki punya uang
Rp100.000.000,00 maka berikan
itu kepada calon istri, tapi kalau
cuman ada Rp20.000.000,00 ya
itu saja. Jangan memaksa kehen-
dak dan jangan pelit-pelit” (Gaza-
li).

“...tergantung wanita mau minta
apa, kalau misalkan si wanita
minta maharnya mobil avanza,
yaa berikan. Tapi kalau laki-laki
tidak mampu bisa saja pernikah-
an dibatalkan” (Sulaiman).
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Maksud yang dijelaskan tersebut ada-
lah bahwa ketentuan pasti besar kecil ukur-
an mahar itu tidak ada batasnya. Ada yang
mengatakan mahar itu sebanyak-banyaknya
boleh. Ada juga yang mengatakan sesuai ke-
mampuan laki-laki, tidak ada paksaan. Na-
mun, bila ada kelebihan tidak boleh juga
kikir. Kemudian, ada yang mengatakan ter-
gantung permintaan wanita.

Dalam hal ini tentunya dapat ditarik
simpulan bahwa makna dalam hal terse-
but ada unsur pendapatan dan beban.
Pendapatan bagi wanita yang dilamar kare-
na telah diberikan mahar atau memperoleh
mahar sebagai ganti dirinya, sedangkan bagi
laki-laki maskawin sebagai suatu beban
karena harus memenuhi permintaan wanita
yang akan dinikahinya yang tentunya dalam
pemenuhan hal itu laki-laki mengeluarkan
biaya. Jika dalam rumah tangga terjadi ma-
salah kemudian istri minta dicerai, apakah
maharnya dikembalikan. Lebih lanjut, be-
berapa informan menjelaskannya dalam per-
nyataan berikut ini.

“Ndak (tidak) (suara tegas)...
ada wulama yang mengatakan
begini, kalau suami istri misal-
nya maharnya sekarang uang
Rp1.000.000,00 terus beberapa
hari, 1 hari, 2 hari, seminggu atau
sebulan kalau belum berkumpul
kemudian suami/istri ini minta
cerai. Nah itu maharnya bisa
dikembalikan tapi hanya separuh
ndak (tidak) semua. Tapi kalau
sudah dikumpuli tidak bisa, ma-
harnya tidak boleh dikembalikan”
(Sulaiman).

“tidak... tapi ketika qobla duhul
(belum disentuh) istilahnya, nah
itu maharnya harus dikemba-
likan. Tapi kalau dia sudah duhul
(sudah disentuh) itu tidak perlu
dikembalikan” (Gazali).

..... (sambil tertawa) kalau terja-
di perceraian, mahar tidak wajib
dikembalikan karena sebenarnya
mahar itu sudah membeli seo-
rang wanita (bahasa kasarnya),
membeli seorang wanita untuk
dipakai selama-lamanya dengan
secara syar’i. Seperti satu barang
ya, misalnya HP. HP ini kalau kita
mo pake (kita mau gunakan) un-

tuk selamanya ya kita harus beli
dulu” (Pamungkas).

“Terkait istri minta cerai istilahnya
khulu (menebus) dalam agama.
Kalau perempuan minta dicerai,
perempuan harus mengembalikan
maharnya dan itu wajib. Kare-
na hak talaqg itu ada pada suami
bukan istri. Namun, itupun juga
tergantung suami. Kalau suami
mau mengambil kembali atau ti-
dak, tapi terkadang juga ada sua-
mi yang sudah mengikhlaskan”
(Rizal).

Dari beberapa pendapat informan
tersebut peneliti dapat menarik inti yang
dimaksud yaitu bahwa pengembalian ma-
har itu diharuskan ketika suami istri belum
bercampur kemudian istri minta dicerai. Na-
mun, apabila suami istri sudah bercampur,
tidak ada keharusan maharnya dikemba-
likan. Selain itu, penjelasan informan terse-
but juga mengandung makna bahwa mahar
itu ialah beban. Selain beban bagi laki-laki
pada saat memenuhi permintaan wanita,
ternyata juga sebagai beban bagi wanita
karena apabila dirinya meminta cerai, ia ha-
rus mengembalikan mahar kepada mantan
suaminya walaupun hanya separuh.

Hal ini seperti yang dijelaskan dalam
SAK Syariah bahwa kerugian tidak dilihat
sebagai komponen yang lepas dari kerang-
ka dasar. Kerugian pada kenyataan yang
sebenarnya serupa dengan beban lain yang
mencerminkan berkurangnya manfaat eko-
nomi dan pos lain sebagai pelengkap batasan
beban yang bisa jadi timbul dari aktivitas
entitas syariah yang biasa (Ikatan Akuntan
Indonesia, 2017).

Secara garis besar, penjelasan-penjelas-
an seluruh informan menunjukkan juga
adanya keterkaitan keberagaman jenis ma-
har (maskawin) secara umum dan khusus-
nya di Gorontalo dengan akuntansi dalam
budaya mahar. Jenis mahar secara umum
dapat berupa uang tunai, seperangkat alat
salat, hafalan ayat suci alquran, perhiasan,
bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya
(Nurwahidah & Mustari, 2014). Sementara
itu, jenis mahar secara khusus di Goronta-
lo berupa paket seserahan yang terdiri dari
kosmetik tradisional, kosmetik modern,
buah-buahan, seperangkat busana pengan-
tin, dan bumbu dapur (Buruadi & Eraku,
2018; Mantau, 2016). Keterkaitan keberag-
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aman jenis mahar secara umum dan secara
khusus di gorontalo dengan konsep akun-
tansi dalam budaya mahar menjelaskan bah-
wa mahar secara umum seperti uang tunai,
perhiasan, bangunan, dan kendaraan, serta
seserahan yang merupakan jenis mahar se-
cara khusus di Gorontalo adalah kewajiban
dan beban bagi suami untuk menunjukkan
kesungguhan (shidg) niat untuk menika-
hi istri dan menempatkannya pada derajat
yang mulia. Kewajiban mahar di sini dapat
dimaknai sebagai utang yang harus diba-
yarkan oleh pihak suami yang disebut da-
lam akad nikah sebagai syarat yang wajib
(fardhu) diberikan kepada calon istri, seka-
ligus beban bagi pihak suami kepada pihak
istri untuk biaya pernikahan. Pada sisi lain,
kewajiban mahar merupakan aset (harta),
modal, dan pendapatan bagi istri yang akan
dinikahi. Kewajiban mahar ini menunjukkan
bahwa wanita merupakan makhluk yang pa-
tut dihargai dan punya hak untuk memiliki
harta serta pendapatan dalam bentuk pem-
berian suami pada awal pernikahan sebelum
pemberian suami kepada istri secara rutin.
Mahar yang diberikan kepada istri berupa
uang tunai juga dapat menjadi modal bagi
suami atas izin istri dan keridaanya untuk
usaha bersama yang mengandung berkah.

SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini adalah
bahwa konsep akuntansi syariah dalam bu-
daya mahar yaitu sebagai aset (harta), ke-
wajiban (utang), ekuitas (modal), pendapat-
an, dan beban. Mahar sebutan bagi harta
(aset) baik berwujud atau tidak berwujud
yang diberikan laki-laki kepada wanita yang
akan dinikahinya yang merupakan suatu
kewajiban yang harus ditunaikan (dibayar)
dan tidak boleh digugurkan. Mahar juga se-
bagai modal (modal dalam rumah tangga)
sedangkan mahar sebagai ekuitas mempu-
nyai perbedaan dengan ekuitas secara kon-
vensional. Pengaruh makna syariah (figh),
ataupun budaya berdampak pada perbe-
daan dari segi definisi, jenis, tujuan, dan
status kepemilikan. Selain itu, mahar juga
sebagai pendapatan dan beban. Pendapatan
bagi wanita yang dilamar dan beban (biaya)
bagi laki-laki yang melamar serta beban bagi
wanita yang meminta cerai. Intinya harta,
kewajiban, modal, pendapatan, dan beban
timbul karena aktivitas pernikahan.

Jika dibandingkan dengan PSAK 101
penyajian laporan keuangan syariah, peneliti

menemukan beberapa hal. Pertama, mahar
sebagai aset (harta). Harta yang diperoleh
dari transaksi atau terjadinya akad nikah
(ijab kabul), baik harta yang berwujud atau-
pun tidak berwujud biasanya merupakan
harta laki-laki yang pertama kali diberikan
kepada perempuan yang dinikahi. Kedua,
mahar sebagai kewajiban (utang). Utang
tentu harus dibayar. Kewajiban tersebut su-
dah merupakan ketentuan dalam alquran
dan Hadits yang tidak dapat ditinggalkan.
Ketiga, mahar sebagai ekuitas (modal). Per-
olehan modal dalam rumah tangga diawali
saat terjadinya ijab kabul. Modal tersebut
sangat besar manfaatnya bagi wanita atau
keduanya dalam berumah tangga. Dalam
hal ini ukuran besarnya mahar tidak men-
jadi penentu dibandingkan besarnya man-
faat. Meskipun kecil tapi memiliki manfaat
yang besar lebih utama dijadikan modal da-
lam rumah tangga. Selain itu, sebuah usaha
yang dibangun dengan menggunakan modal
dari mahar besar berkahnya. Keempat, ma-
har sebagai pendapatan dan beban. Disebut
pendapatan karena dalam dalam kejadian
ijab kabul wanita mendapatkan mahar. Arti-
nya mahar menjadi pendapatan bagi wanita
yang dilamar. Sementara itu, disebut beban
(biaya) karena ada pengeluaran khusus bagi
laki-laki yang melamar. Selain itu, dapat
disebut beban bagi wanita karena jika me-
minta cerai dia harus mengembalikan ma-
har kepada mantan suami meskipun hanya
separuh. Dalam hal ini harta, kewajiban,
modal, pendapatan, dan beban timbul kare-
na aktivitas pernikahan.

Terlepas dari keterbatasan yang ada,
implikasi dari penelitian ini adalah untuk
menunjang penelitian selanjutnya agar lebih
baik. Konsep akuntansi syariah dalam bu-
daya mahar perlu digali lagi melalui bebe-
rapa pandangan yang lebih luas dan waktu
penelitian yang panjang sehingga peneliti
dapat menganalisis hasil penelitian dengan
baik. Dalam penelitian selanjutnya, diharap-
kan tidak berfokus pada menemukan kon-
sep akuntansi syariah dalam budaya mahar
saja, tetapi bisa sampai pada memasukkan
makna mahar secara luas. Peneliti juga ber-
harap penelitian ini menjadi bahan masukan
kepada masyarakat agar dapat memahami,
menerapkan kembali, hingga memperta-
hankan nilai-nilai mahar dalam ajaran Is-
lam daripada kebiasaan/adat masyarakat
itu sendiri.
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